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DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA 
 
Rumawi, S.H.I., M.H. 
Fakultas Syariah IAIN Jember 
 
A. PENDAHULUAN  
Bab Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian materi dari mata kuliah 
Hukum Ketenagakerjaan. Untuk itu Anda perlu memperhatikan tujuan 
perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam mata 
kuliah ini. Adapun pada bab ini akan disajikan materi mengenai status 
ketenagakerjaan, pengupahan ketenagakerjaan, jaminan ketenagakerjaan, 
waktu ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan tenaga kerja 
asing. Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan materi yang 
berjumlah 14 (empat belas) bab sebagai pijakan dari mahasiswa dalam hal 
menuntaskan kegiatan belajar yang pada akhirnya diharapkan mampu 
menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. 
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